
JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora) 

Volume 12 Nomor 1 Maret 2026 (PP. 7-15) 

 

 

 

p-ISSN: 2461-0666 

e-ISSN: 2461-0720 

   

7  

 
 

Peer-to-Peer Lending untuk Pelaku Usaha di Kota Mataram: Analisis 
Akseptabilitas, Keamanan, dan Biaya 

 

Lukman Effendy*, Zuhrotul Isnaini, Isnawati 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia; 

 

Kata Kunci Abstrak 
Kata kunci: Peer-to-Peer 

Lending, Minat 

Penggunaan, Technology 

Acceptance Model 

(TAM), Keamanan, 

UMKM 

 

Perkembangan teknologi finansial (fintech), khususnya layanan Peer-to-Peer (P2P) 

Lending, telah meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM). Di Kota Mataram, tingginya penggunaan layanan ini 

menunjukkan kebutuhan pelaku usaha terhadap solusi keuangan yang efisien dan aman. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi minat 

penggunaan P2P Lending dengan menggunakan kerangka Technology Acceptance 

Model (TAM), meliputi perceived ease of use, perceived usefulness, keamanan, dan 

biaya. Data diperoleh dari 212 pelaku usaha melalui kuesioner dan dianalisis 

menggunakan PLS-SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived usefulness 

dan keamanan berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan, sedangkan perceived 

ease of use dan biaya tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa 

manfaat yang dirasakan dan jaminan keamanan menjadi faktor utama dalam mendorong 

penggunaan layanan P2P Lending di kalangan UMKM. 
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The development of financial technology (fintech), particularly Peer-to-Peer (P2P) 

Lending services, has improved access to financing for Micro, Small, and Medium 

Enterprises (MSMEs). In Mataram City, the increasing use of these services reflects the 

growing demand for efficient and secure financial solutions among business actors. This 

study aims to analyse the factors influencing the intention to use P2P Lending by 

applying the Technology Acceptance Model (TAM), including perceived ease of use, 

perceived usefulness, security, and cost. Data were collected from 212 business actors 

through questionnaires and analysed using PLS-SEM. The results indicate that 

perceived usefulness and security have a significant influence on usage intention, 

whereas perceived ease of use and cost do not. These findings suggest that perceived 

benefits and security assurance are the primary drivers of P2P Lending adoption among 

MSMEs.  
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PENDAHULUAN 
Seiring perkembangan zaman, kemajuan 

teknologi global telah membawa dampak signifikan 

pada berbagai sektor, termasuk sektor finansial. 

Salah satu inovasi penting adalah Financial 

Technology (Fintech), yang menghadirkan layanan 

keuangan berbasis teknologi digital. Di Indonesia, 

jenis layanan Fintech yang berkembang meliputi 

Crowdfunding, Microfinancing, Peer-to-Peer 

Lending (P2P-L), Market Comparison, dan Digital 

Payment System. Dari berbagai jenis tersebut, P2P 

Lending menjadi salah satu yang paling populer 

karena mampu mempertemukan pemberi pinjaman 

(lender) dengan penerima pinjaman (borrower) 

secara langsung melalui sistem elektronik (OJK, 

2020; Kurniawan, 2019). 

Data menunjukkan bahwa adopsi P2P 

Lending meningkat tajam. Menurut OJK (2023), 

akumulasi penyaluran pinjaman Fintech di Indonesia 

mencapai Rp128,69 triliun pada 2020 dan terus 

bertumbuh hingga lebih dari Rp1.103,8 triliun pada 

Februari 2025 (Tech in Asia, 2025). Di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat (NTB), peningkatan juga 

terlihat signifikan, dengan penyaluran pinjaman 

mencapai Rp3,43 miliar pada April 2023. Angka-

angka ini menegaskan bahwa P2P Lending memiliki 

daya tarik sebagai alternatif pembiayaan, terutama 

bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) yang sering kali menghadapi keterbatasan 

akses ke lembaga keuangan formal (Saputra, 2021). 

Namun, pertumbuhan nilai penyaluran 

tersebut belum tentu mencerminkan tingginya 

akseptabilitas dari seluruh pelaku usaha. 

Akseptabilitas mengacu pada sejauh mana teknologi 

diterima dan digunakan secara berkelanjutan oleh 

masyarakat. Penelitian terdahulu menunjukkan 

bahwa banyak UMKM masih ragu memanfaatkan 

layanan ini karena berbagai faktor, antara lain 

rendahnya literasi keuangan digital, kekhawatiran 

terhadap keamanan data pribadi, serta beban biaya 

layanan yang dianggap memberatkan (Putri et al., 

2023; Zhao et al., 2024). Kondisi ini 

memperlihatkan adanya kesenjangan antara potensi 

besar P2P Lending dengan penerimaan aktual dari 

pelaku usaha. 

Dengan demikian, menarik untuk menelaah 

lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi 

akseptabilitas P2P Lending, khususnya di Kota 

Mataram sebagai bagian dari NTB yang 

pertumbuhan Fintech-nya terbilang pesat. Penelitian 

ini menggunakan kerangka Technology Acceptance 

Model (TAM) dengan memasukkan variabel 

Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, 

Keamanan, dan Biaya sebagai determinan utama 

yang diduga memengaruhi minat pelaku usaha 

dalam menggunakan layanan P2P Lending (Davis, 

1989; Siagian et al., 2022; Almaiah et al., 2022, 2023; 

Putri et al., 2023; Zhao et al., 2024). Analisis terhadap 

keempat variabel ini diharapkan mampu memberikan 

gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-

faktor yang mendorong maupun menghambat 

penerimaan teknologi keuangan digital di kalangan 

pelaku usaha. 

Dalam kerangka Technology Acceptance 

Model (TAM), perceived ease of use (PEOU) 

didefinisikan sebagai tingkat keyakinan individu 

bahwa suatu sistem dapat digunakan dengan mudah 

tanpa memerlukan usaha yang berlebihan (Davis, 

1989). Semakin sederhana suatu teknologi, semakin 

besar kemungkinan pengguna mengadopsinya, karena 

kemudahan akan mengurangi hambatan kognitif 

maupun teknis. Dalam konteks Peer-to-Peer Lending 

(P2P Lending), kemudahan akses aplikasi, navigasi 

yang jelas, dan proses pengajuan pinjaman yang 

praktis akan meningkatkan minat pelaku usaha untuk 

menggunakannya. Venkatesh dan Davis (2000) 

menyebutkan bahwa PEOU dapat memperkuat 

pengaruh perceived usefulness (PU) terhadap minat 

penggunaan. Hal ini didukung oleh Perwitasari 

(2022) yang menemukan bahwa PEOU berpengaruh 

signifikan terhadap minat UMKM menggunakan 

fintech, serta Randyantini dan Kamil (2023) yang 

menunjukkan bahwa faktor kemudahan turut 

memengaruhi minat masyarakat Jabodetabek dalam 

memanfaatkan P2P Lending. Penelitian Majid dan 

Mawaddah (2022) juga menegaskan bahwa PEOU, 

bersama PU, berkontribusi dalam membentuk sikap 

positif UMKM terhadap fintech. Lebih lanjut, 

Hasmiana dan Syamsuddin (2023) menemukan 

bahwa PEOU berpengaruh tidak hanya secara 

langsung, tetapi juga secara tidak langsung melalui 

PU sebagai variabel intervening, sedangkan 

Nurjannah et al. (2024) mengonfirmasi pengaruh 

positif PEOU terhadap adopsi fintech lending di 

kalangan milenial. 

Meskipun demikian, hasil penelitian terkait 

pengaruh PEOU tidak selalu konsisten. Beberapa 

studi menunjukkan bahwa kemudahan tidak selalu 

menjadi faktor utama dalam mendorong adopsi 

fintech, terutama ketika faktor risiko, keamanan, atau 

biaya lebih dominan. Misalnya, Nurjannah et al. 

(2024) menekankan bahwa meskipun PEOU 

berpengaruh positif, pengaruhnya relatif lebih lemah 

dibandingkan faktor biaya dan risiko. Hal ini sejalan 

dengan konteks masyarakat dengan literasi digital 

rendah, di mana meskipun aplikasi dianggap mudah 

digunakan, kekhawatiran mengenai keamanan dan 

ketidakpastian finansial lebih berperan dalam 

keputusan adopsi. Inkonsistensi ini menegaskan 

perlunya penelitian lebih lanjut mengenai peran 

PEOU, khususnya di Kota Mataram, untuk 

mengetahui sejauh mana kemudahan benar-benar 
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memengaruhi akseptabilitas P2P Lending di 

kalangan pelaku usaha. 

Dalam Technology Acceptance Model 

(TAM), perceived usefulness (PU) didefinisikan 

sebagai sejauh mana individu percaya bahwa 

penggunaan suatu sistem dapat meningkatkan 

kinerja mereka (Davis, 1989). Dalam konteks Peer-

to-Peer Lending (P2P Lending), PU mencerminkan 

keyakinan pelaku usaha bahwa platform ini 

memberikan manfaat nyata berupa kemudahan akses 

modal, efisiensi biaya, dan fleksibilitas tenor 

pinjaman dibandingkan dengan layanan 

konvensional. Relevansi teori ini ditegaskan oleh 

Venkatesh dan Davis (2000) bahwa semakin tinggi 

persepsi manfaat suatu teknologi, semakin besar 

kecenderungan individu untuk menggunakannya. 

Hal ini sejalan dengan temuan OJK (2020) bahwa 

pertumbuhan pesat fintech lending di Indonesia 

didorong oleh persepsi masyarakat terhadap 

manfaatnya. Sejumlah penelitian juga mendukung 

hal ini, seperti Perwitasari (2022) yang 

membuktikan pengaruh signifikan PU terhadap 

minat UMKM di Jawa Timur, Hasmiana dan 

Syamsuddin (2023) yang menekankan peran PU 

sebagai mediator antara PEOU dan niat penggunaan 

digital payment, serta Majid dan Mawaddah (2022) 

yang menemukan bahwa PU bersama PEOU 

mendorong sikap positif UMKM terhadap fintech. 

Lebih lanjut, Nurjannah et al. (2024) menunjukkan 

bahwa PU meningkatkan adopsi fintech lending di 

kalangan milenial, meskipun ada pengaruh dari 

faktor risiko dan biaya. 

Namun demikian, hasil penelitian terkait 

pengaruh PU tidak selalu konsisten. Randyantini dan 

Kamil (2023) menemukan bahwa dalam konteks 

masyarakat Jabodetabek, faktor keamanan dan risiko 

lebih dominan dibandingkan dengan manfaat yang 

dirasakan dalam memengaruhi minat terhadap P2P 

Lending. Saputra (2021) juga mencatat bahwa pada 

masyarakat dengan literasi keuangan rendah, 

meskipun manfaat fintech telah diakui, kekhawatiran 

terhadap risiko gagal bayar dan penyalahgunaan data 

pribadi lebih menentukan dalam keputusan 

penggunaan. Inkonsistensi temuan ini menunjukkan 

bahwa peran PU perlu diuji lebih lanjut dalam 

konteks daerah dengan karakteristik sosial-ekonomi 

berbeda, seperti Kota Mataram, sehingga dapat 

memberikan gambaran komprehensif mengenai 

akseptabilitas layanan P2P Lending oleh pelaku 

usaha. 

Keamanan merupakan faktor penting yang 

memengaruhi akseptabilitas penggunaan fintech, 

termasuk Peer-to-Peer Lending (P2P Lending). 

Dalam kerangka Technology Acceptance Model 

(TAM), keamanan dapat dipandang sebagai salah 

satu bentuk kepercayaan (trust) yang menjadi faktor 

eksternal yang memengaruhi persepsi kegunaan 

(perceived usefulness) maupun kemudahan 

penggunaan (perceived ease of use) (Gefen et al., 

2003). Tingkat keamanan sistem terkait dengan 

perlindungan data pribadi, jaminan transaksi, dan 

kejelasan regulasi, yang pada akhirnya memengaruhi 

niat pelaku usaha untuk memanfaatkan layanan 

fintech. Penelitian dari Arner et al. (2015) 

menegaskan bahwa keamanan merupakan aspek 

fundamental dalam pengembangan ekosistem fintech 

global. Temuan dari Rahmiati dan Irawan (2021) 

menunjukkan bahwa keamanan sistem transaksi 

fintech lending meningkatkan kepercayaan 

masyarakat dalam memanfaatkannya. Hasil serupa 

dikemukakan oleh Randyantini dan Kamil (2023), 

yang menyatakan bahwa keamanan dan keandalan 

aplikasi menjadi faktor yang signifikan dalam 

meningkatkan niat adopsi P2P Lending. 

Namun, hasil penelitian lain menunjukkan 

inkonsistensi. Dalam beberapa studi, keamanan 

ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

minat penggunaan. Misalnya, Perwitasari (2022) 

melaporkan bahwa meskipun keamanan dianggap 

penting, faktor tersebut tidak menjadi pendorong 

utama dalam meningkatkan niat UMKM untuk 

mengadopsi fintech lending. Hal ini sejalan dengan 

temuan Majid dan Mawaddah (2022), yang 

menekankan bahwa pelaku usaha cenderung lebih 

memperhatikan aspek kemudahan dan kegunaan 

dibandingkan risiko keamanan. Inkonsistensi ini 

dapat dijelaskan dengan adanya variasi tingkat literasi 

keuangan dan digital pada masing-masing responden, 

di mana bagi sebagian pengguna, risiko keamanan 

cenderung diabaikan selama layanan menawarkan 

manfaat yang signifikan dan biaya yang relatif 

rendah. Dengan demikian, diperlukan penelitian lebih 

lanjut untuk memahami peran keamanan dalam 

konteks akseptabilitas P2P Lending di Kota Mataram, 

khususnya bagi pelaku usaha yang menjadi target 

utama layanan ini. 

Dalam perspektif Technology Acceptance 

Model (TAM), biaya dapat dipandang sebagai faktor 

eksternal yang memengaruhi persepsi kegunaan 

(perceived usefulness) serta persepsi kemudahan 

(perceived ease of use) dari sebuah sistem. Bagi 

pelaku usaha, biaya pinjaman yang transparan, 

terjangkau, dan sesuai dengan ketentuan dalam 

aplikasi menjadi pertimbangan utama dalam 

memutuskan penggunaan P2P Lending. Jika biaya 

dinilai wajar dan sesuai dengan kemampuan usaha, 

maka persepsi kegunaan meningkat karena layanan 

dianggap memberikan nilai tambah dalam 

mendukung keberlangsungan bisnis (Davis, 1989; 

Venkatesh & Bala, 2008). Penelitian dari Firmansyah 

dan Anshori (2020) menemukan bahwa biaya 

transaksi yang jelas dan minim beban tambahan 
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mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan 

layanan fintech lending. Temuan serupa juga 

dikemukakan oleh Nugroho dan Purwanto (2021), 

yang menunjukkan bahwa transparansi biaya 

meningkatkan kepercayaan dan minat dalam 

mengadopsi P2P Lending. 

Namun, penelitian lain menunjukkan hasil 

berbeda. Wardhani dan Nugraha (2022) menemukan 

bahwa meskipun biaya layanan fintech lending 

relatif tinggi, pelaku usaha tetap menggunakannya 

karena faktor kecepatan pencairan dana yang lebih 

diprioritaskan dibandingkan pertimbangan finansial. 

Hasil ini sejalan dengan studi Putra et al. (2021), 

yang menyebutkan bahwa bagi sebagian pengguna, 

kemudahan akses lebih dominan memengaruhi 

keputusan penggunaan dibandingkan transparansi 

biaya. Inkonsistensi temuan ini menunjukkan bahwa 

sensitivitas terhadap biaya bervariasi antar pelaku 

usaha, tergantung pada kondisi keuangan dan 

urgensi kebutuhan modal. Oleh karena itu, penelitian 

ini memandang perlu untuk menguji kembali peran 

biaya terhadap minat penggunaan P2P Lending pada 

pelaku usaha di Kota Mataram, dengan 

memperhatikan konteks lokal dan tingkat literasi 

keuangan pelaku UMKM. 

Berdasarkan tinjauan fenomena dan 

penelitian terdahulu, terlihat bahwa akseptabilitas 

layanan Peer-to-Peer Lending masih dipengaruhi 

oleh berbagai faktor yang belum konsisten hasilnya. 

Perceived ease of use dan perceived usefulness 

terbukti penting dalam menjelaskan minat pengguna 

sesuai kerangka Technology Acceptance Model 

(Davis, 1989), namun masih terdapat perbedaan 

temuan pada konteks UMKM. Begitu pula dengan 

faktor keamanan, yang bagi sebagian penelitian 

menjadi faktor penentu utama, sementara pada 

penelitian lain dinyatakan tidak berpengaruh 

signifikan. Hal serupa juga terjadi pada variabel 

biaya, di mana sebagian studi menunjukkan biaya 

menjadi penghambat, namun sebagian lain 

menunjukkan bahwa biaya tidak terlalu 

dipertimbangkan dibandingkan kemudahan akses 

modal (Putra et al., 2021; Wardhani & Nugraha, 

2022). Inkonsistensi ini membuka celah penelitian 

lebih lanjut dengan mempertimbangkan konteks 

lokal. 

Penelitian ini menawarkan novelty dengan 

mengkaji pengaruh perceived ease of use, perceived 

usefulness, keamanan, dan biaya terhadap minat 

penggunaan P2P Lending pada pelaku usaha di Kota 

Mataram. Fokus pada konteks Mataram menjadi 

penting mengingat pertumbuhan penyaluran fintech 

lending di NTB yang signifikan namun literasi 

keuangan digital pelaku UMKM masih relatif 

rendah. Dengan memasukkan variabel biaya dan 

keamanan ke dalam model TAM yang umumnya 

menekankan aspek kegunaan dan kemudahan, 

penelitian ini memperluas cakupan teori untuk 

memahami faktor-faktor yang lebih kontekstual bagi 

UMKM di Indonesia. 

Dari sisi kontribusi, penelitian ini diharapkan 

memberikan dua manfaat. Pertama, kontribusi teoretis 

berupa pengembangan model penerimaan teknologi 

dengan memasukkan variabel biaya dan keamanan 

sebagai determinan tambahan, sehingga memberikan 

pemahaman yang lebih komprehensif terhadap 

akseptabilitas P2P Lending. Kedua, kontribusi praktis 

berupa masukan bagi regulator, penyedia layanan 

fintech, dan pelaku UMKM. Regulator seperti OJK 

dapat merumuskan kebijakan yang lebih adaptif, 

penyedia fintech dapat merancang produk yang lebih 

transparan dan aman, sedangkan UMKM memperoleh 

gambaran faktor yang memengaruhi keputusan 

penggunaan P2P Lending untuk pengembangan usaha 

mereka. 

 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif untuk 

menganalisis hubungan kausal antara variabel 

independen dan dependen (Soegiyono, 2011). Variabel 

independen terdiri dari Perceived Ease of Use (X1), 

Perceived Usefulness (X2), keamanan (X3), dan biaya 

(X4), sedangkan variabel dependen adalah minat 

penggunaan layanan P2P Lending (Y). Populasi 

penelitian mencakup seluruh pemilik usaha di Kota 

Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tersebar 

di enam kecamatan. Jumlah sampel ditentukan 

berdasarkan aturan lima kali jumlah indikator dalam 

model PLS-SEM, yaitu sebanyak 55 responden (Hair, 

Hult, Ringle, & Sarstedt, 2017; Kock & Hadaya, 2018). 

Sampel dipilih menggunakan Cluster Random 

Sampling berdasarkan lokasi usaha untuk memastikan 

distribusi yang merata. Data dikumpulkan melalui 

kuesioner dan dianalisis menggunakan Partial Least 

Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) 

untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap 

minat penggunaan, sekaligus menilai reliabilitas dan 

validitas instrumen. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penelitian ini telah dilakukan pada pelaku 

usaha yang menjalankan  usahanya di Kota Mataram. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah data 

primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan 

kuesioner  kepada pelaku usaha di Kota Mataram, 

selaku responden penelitian, yang  tersebar pada 

enam kecamatan. Kuesioner disebarkan secara 

langsung dan  juga melalui perantara google form. 

Penyebaran kuesioner dimulai pada  tanggal 21 

September 2023 sampai 16 Oktober 2023. Adapun 

jumlah  responden mencapai 212 orang. Gambaran 
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responden yang menjadi sampel  pada penelitian ini 

dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.   

Tabel 1. Gambaran Umum Responden 

Lokasi Usaha Total Persentase 

Kecamatan Ampenan 48 22,6% 

Kecamatan Selaparang 40 18,9% 

Kecamatan Sandubaya 34 16,0% 

Kecamatan Mataram 34 16,0% 

Kecamatan Cakranegara 30 14,2% 

Kecamatan Sekarbela 26 12,3% 

Jumlah 212 100% 

 

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa 

responden penelitian tersebar pada enam kecamatan 

di Kota Mataram. Responden terbanyak berasal dari 

Kecamatan Ampenan dengan jumlah 48 orang atau 

sebesar 22,6% dari total responden. Selanjutnya, 

Kecamatan Selaparang menempati posisi kedua 

dengan 40 responden atau 18,9%. Responden dari 

Kecamatan Sandubaya dan Kecamatan Mataram 

memiliki jumlah yang sama, masing-masing 

sebanyak 34 orang atau 16,0%. Sementara itu, 

Kecamatan Cakranegara menyumbang 30 responden 

atau 14,2%, dan jumlah responden paling sedikit 

berasal dari Kecamatan Sekarbela, yaitu sebanyak 

26 orang atau 12,3%. Dengan demikian, total 

responden yang berhasil dihimpun dalam penelitian 

ini adalah 212 orang atau 100% dari keseluruhan 

sampel. 

Jika dibandingkan antarwilayah, terlihat 

adanya selisih 22 responden antara kecamatan 

dengan jumlah tertinggi (Ampenan) dan terendah 

(Sekarbela). Hal ini menunjukkan adanya variasi 

distribusi pelaku usaha di Kota Mataram. Meskipun 

demikian, secara keseluruhan, proporsi responden 

pada tiap kecamatan tidak jauh berbeda, sehingga 

dapat dikatakan penyebaran data cukup representatif 

untuk menggambarkan kondisi pelaku usaha di Kota 

Mataram secara umum. 

Tabel 2. Karakteristik Responden 

Keterangan Total Persentase 

Jenis Kelamin   

Laki-laki 108 50,9% 

Perempuan 104 49,1% 

Jumlah 212 100% 

Bidang Usaha   

Perdagangan 99 47,2% 

Industri 54 25,5% 

Jasa 59 27,4% 

Jumlah 212 100% 

 

 
  

Hasil Penjualan per 

Tahun 

< Rp300.000.000 198 93,4% 

Rp300.000.000 – 

Rp2.500.000.000 
14 6,6% 

Rp2.500.000.000 – 

Rp50.000.000.000 
0 0% 

Jumlah 212 100% 

 

Berdasarkan Tabel 2, karakteristik responden 

dalam penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek 

utama, yaitu jenis kelamin, bidang usaha, dan hasil 

penjualan per tahun. Dari sisi jenis kelamin, 

responden laki-laki berjumlah 108 orang atau sebesar 

50,9%, sedangkan responden perempuan sebanyak 

104 orang atau 49,1%. Hal ini menunjukkan bahwa 

jumlah responden laki-laki dan perempuan relatif 

seimbang sehingga data penelitian cukup representatif 

dalam menggambarkan pelaku usaha tanpa adanya 

dominasi dari salah satu gender. 

Ditinjau dari bidang usaha, responden paling 

banyak bergerak pada sektor perdagangan yaitu 

sebanyak 99 orang (47,2%). Sementara itu, sektor 

jasa menempati posisi kedua dengan jumlah 59 

responden (27,4%), diikuti oleh sektor industri 

sebanyak 54 responden (25,5%). Komposisi ini 

menggambarkan bahwa perdagangan masih menjadi 

sektor yang paling dominan di Kota Mataram, 

meskipun sektor jasa dan industri juga memiliki 

kontribusi yang cukup besar. 

Dari segi hasil penjualan per tahun, sebagian 

besar responden memiliki penjualan kurang dari 

Rp300.000.000 dengan jumlah 198 orang atau 93,4%. 

Selanjutnya, terdapat 14 responden (6,6%) dengan 

tingkat penjualan tahunan antara Rp300.000.000 

hingga Rp2.500.000.000. Sementara itu, tidak ada 

responden yang memiliki penjualan di atas 

Rp2.500.000.000. Data ini menunjukkan bahwa 

mayoritas pelaku usaha di Kota Mataram masih 

berada pada skala usaha mikro dan kecil, dengan 

omzet yang relatif rendah, sehingga membutuhkan 

strategi peningkatan daya saing dan manajemen usaha 

agar dapat naik kelas ke level yang lebih tinggi. 

Pengolahan data dalam penelitian ini 

dilakukan menggunakan aplikasi SmartPLS untuk 

menganalisis model penelitian yang telah 

dirumuskan. Pada tahap evaluasi outer model, 

dilakukan uji validitas konvergen dengan melihat 

nilai outer loading pada masing-masing indikator. 

Berdasarkan hasil pengolahan, terdapat tiga indikator 

yang memiliki nilai loading factor di bawah 0,70, 

yaitu COS2, PEOU3, dan PEOU4, sehingga 

indikator-indikator tersebut harus dieliminasi dari 

model karena tidak memenuhi kriteria validitas. 

Berikut adalah model yang dihasilkan setelah didrop: 
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Gambar 1. Model Setelah Dropped. 

 

Berdasarkan hasil evaluasi model yang telah 

dimodifikasi, dapat disimpulkan bahwa model 

penelitian telah memenuhi kriteria kelayakan. Hal 

ini ditunjukkan oleh nilai convergent validity di 

mana seluruh indikator memiliki nilai loading factor 

di atas 0,5, sehingga dinyatakan valid. Selain itu, 

hasil discriminant validity menunjukkan bahwa nilai 

average variance extracted (AVE) untuk seluruh 

konstruk berada di atas 0,5, yang mengindikasikan 

bahwa masing-masing variabel memiliki 

kemampuan yang baik dalam menjelaskan varians 

indikatornya. Nilai composite reliability untuk 

seluruh konstruk juga berada di atas 0,7, sehingga 

seluruh variabel dinyatakan reliabel. Selanjutnya, 

hasil pengujian inner model melalui nilai Q-Square 

yang lebih besar dari 0 menunjukkan bahwa model 

memiliki predictive relevance. Dengan demikian, 

secara keseluruhan model penelitian dinyatakan 

layak dan dapat digunakan untuk analisis lebih 

lanjut. 

Hasil pengujian inner model menunjukkan 

bahwa variabel perceived usefulness dan keamanan 

berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan 

P2P Lending dengan nilai koefisien masing-masing 

sebesar 0,545 dan 0,385 serta tingkat signifikansi 

pada level 1%. Hal ini mengindikasikan bahwa 

semakin tinggi persepsi manfaat yang dirasakan 

serta semakin kuat keyakinan responden terhadap 

aspek keamanan platform, maka semakin tinggi pula 

minat mereka dalam menggunakan layanan P2P 

Lending. Sebaliknya, variabel perceived ease of use 

(koefisien 0,004; p = 0,951) dan biaya (koefisien –

0,048; p = 0,431) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap minat penggunaan. Temuan ini 

menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan 

maupun aspek biaya bukanlah pertimbangan utama 

bagi pelaku usaha di Kota Mataram dalam 

memutuskan penggunaan layanan P2P Lending. 

 

Tabel 3. Hasil Uji Path Coefficient dan 

Signifikansi 

Variabel Koefisien P Values Keterangan 
Perceived 

Ease of Use 
0.004 0.951 Tidak 

Signifikan 

Perceived 

Usefulness 
0.545 0.000*** Signifikan 

Keamanan 0.385 0.000*** Signifikan 

Biaya -0.048 0.431 Tidak 

Signifikan 

R2 0.615 

Keterangan: *** signifikan di level 1% 

 

Lebih lanjut, nilai R² sebesar 0,615 

menandakan bahwa kombinasi variabel perceived 

ease of use, perceived usefulness, keamanan, dan 

biaya mampu menjelaskan sebesar 61,5% variasi 

minat penggunaan P2P Lending. Berdasarkan kriteria 

Hair et al. (2019), nilai ini termasuk kategori moderat 

hingga substansial, sehingga model penelitian dapat 

dikatakan cukup kuat dalam menjelaskan faktor-

faktor yang memengaruhi akseptabilitas penggunaan 

P2P Lending di kalangan pelaku usaha. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel 

perceived ease of use memiliki koefisien sebesar 

0,004 dengan p-value 0,951, sehingga tidak signifikan 

terhadap minat penggunaan P2P Lending. Dengan 

demikian, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan 

bahwa perceived ease of use berpengaruh terhadap 

minat penggunaan ditolak. Temuan ini 

mengindikasikan bahwa kemudahan penggunaan 

platform P2P Lending bukanlah faktor utama yang 

dipertimbangkan oleh pelaku usaha di Kota Mataram. 

Hal ini mungkin disebabkan oleh semakin 

meningkatnya literasi digital, sehingga kemudahan 

penggunaan dianggap sebagai hal yang sudah wajar 

dan bukan lagi penentu minat. 

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian 

Perwitasari (2022) dan Hasmiana & Syamsuddin 

(2023) yang menemukan bahwa PEOU berpengaruh 

positif signifikan terhadap niat penggunaan fintech. 

Namun, temuan penelitian ini justru sejalan dengan 

studi Randyantini & Kamil (2023) yang menegaskan 

bahwa kemudahan teknologi tidak selalu menjadi 

faktor dominan dalam keputusan adopsi fintech, 

karena faktor manfaat dan keamanan lebih 

diprioritaskan. Inkonsistensi ini memperlihatkan 

bahwa konteks sosial-ekonomi dan pengalaman 

digital responden dapat memengaruhi peran PEOU 

dalam mendorong akseptabilitas P2P Lending. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel 

perceived usefulness memiliki koefisien sebesar 

0,545 dengan p-value 0,000, sehingga berpengaruh 

signifikan pada tingkat 1% terhadap minat 

penggunaan P2P Lending. Dengan demikian, 

hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa 
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perceived usefulness berpengaruh positif terhadap 

minat penggunaan diterima. Temuan ini menegaskan 

bahwa manfaat yang dirasakan pelaku usaha—

seperti kemudahan akses pendanaan, efisiensi waktu, 

dan fleksibilitas penggunaan dana—merupakan 

faktor utama yang mendorong akseptabilitas layanan 

P2P Lending di Kota Mataram. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

Perwitasari (2022), Hasmiana dan Syamsuddin 

(2023), serta Majid dan Mawaddah (2022) yang 

menemukan bahwa perceived usefulness secara 

konsisten memengaruhi minat penggunaan fintech. 

Demikian pula, Nurjannah et al. (2024) menegaskan 

bahwa persepsi manfaat fintech lending 

meningkatkan niat adopsi di kalangan milenial, 

meskipun faktor risiko dan biaya juga berperan. 

Namun, hasil ini bertentangan dengan Randyantini 

dan Kamil (2023) yang menemukan bahwa di 

wilayah Jabodetabek, faktor keamanan lebih 

dominan dibandingkan manfaat. Dengan demikian, 

penelitian ini memperkuat posisi PU sebagai 

variabel inti dalam TAM yang relevan untuk 

menjelaskan akseptabilitas P2P Lending, sekaligus 

memperlihatkan adanya variasi konteks yang dapat 

memengaruhi peran variabel ini. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa 

keamanan memiliki koefisien sebesar 0,385 dengan 

p-value 0,000, sehingga signifikan pada level 1%. 

Artinya, hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan 

bahwa keamanan berpengaruh positif terhadap minat 

penggunaan diterima. Temuan ini menegaskan 

bahwa persepsi keamanan, seperti perlindungan data 

pribadi, transparansi transaksi, serta kepatuhan 

terhadap regulasi OJK, menjadi faktor penting yang 

meningkatkan kepercayaan dan minat pelaku usaha 

dalam menggunakan layanan P2P Lending. 

Hasil ini konsisten dengan temuan Wijaya et 

al. (2020), Wijayanto dan Subagio (2021), serta 

Ramadhani et al. (2022) yang menunjukkan bahwa 

faktor keamanan berperan besar dalam 

meningkatkan adopsi fintech. Begitu pula penelitian 

Octaviani dan Komara (2022) menemukan bahwa 

keamanan digital berkontribusi signifikan terhadap 

niat penggunaan P2P Lending. Namun, studi 

Randyantini dan Kamil (2023) menekankan bahwa 

meskipun keamanan penting, di beberapa kasus, 

faktor perceived usefulness lebih dominan 

memengaruhi niat penggunaan. Dengan demikian, 

penelitian ini menegaskan bahwa dalam konteks 

UMKM di Kota Mataram, keamanan tetap menjadi 

salah satu pilar utama yang mendorong 

akseptabilitas P2P Lending, meski tidak dapat 

dipisahkan dari manfaat yang dirasakan pengguna. 

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa 

biaya memiliki koefisien sebesar –0,048 dengan p-

value 0,431, sehingga tidak signifikan. Dengan 

demikian, hipotesis keempat (H4) yang menyatakan 

bahwa biaya berpengaruh negatif terhadap minat 

penggunaan ditolak. Artinya, meskipun biaya 

transaksi dan bunga pinjaman sering dianggap 

sebagai salah satu faktor pertimbangan dalam adopsi 

P2P Lending, pada konteks UMKM di Kota 

Mataram, biaya tidak terbukti menjadi faktor penentu 

utama dalam meningkatkan atau menurunkan minat 

penggunaan layanan ini. 

Hasil ini berbeda dengan penelitian Apriyani 

(2018) dan Fadlan et al. (2021) yang menemukan 

bahwa biaya berpengaruh negatif signifikan terhadap 

minat penggunaan layanan fintech. Sebaliknya, 

temuan penelitian ini justru mendukung studi Sari dan 

Nugroho (2022) serta Randyantini dan Kamil (2023), 

yang menekankan bahwa faktor biaya relatif kurang 

dominan dibandingkan dengan manfaat (usefulness) 

atau keamanan dalam memengaruhi minat pengguna. 

Dengan kata lain, pelaku UMKM lebih berfokus pada 

kemudahan akses dana, fleksibilitas, serta jaminan 

keamanan, ketimbang perbedaan biaya yang mungkin 

mereka hadapi. 

 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa minat pelaku usaha dalam 

menggunakan layanan Peer-to-Peer (P2P) Lending 

dipengaruhi terutama oleh manfaat yang dirasakan 

serta tingkat keamanan layanan. Pelaku usaha 

cenderung mempertimbangkan sejauh mana layanan 

tersebut mampu mendukung kebutuhan usaha mereka 

dan memberikan jaminan keamanan dalam 

bertransaksi. Sementara itu, kemudahan penggunaan 

dan faktor biaya tidak menjadi pertimbangan utama 

dalam keputusan penggunaan layanan. Temuan ini 

menunjukkan bahwa dalam konteks UMKM di Kota 

Mataram, aspek kebermanfaatan dan keamanan 

memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan 

faktor lainnya dalam mendorong adopsi layanan 

keuangan berbasis teknologi. 

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

pendekatan yang digunakan mampu menjelaskan 

perilaku penerimaan teknologi secara cukup baik, 

khususnya dalam menggambarkan pentingnya 

persepsi manfaat dan keamanan dalam meningkatkan 

minat penggunaan layanan P2P Lending. Dengan 

demikian, hasil penelitian ini memperkuat 

pemahaman bahwa keberhasilan adopsi teknologi 

keuangan tidak hanya bergantung pada kemudahan 

akses, tetapi juga pada nilai manfaat nyata yang 

dirasakan pengguna serta tingkat kepercayaan 

terhadap sistem yang digunakan. 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini 

terletak pada cakupan wilayah yang masih terbatas 

pada Kota Mataram serta karakteristik responden 

yang belum sepenuhnya mewakili seluruh sektor 
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UMKM. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan 

pada pendekatan kuantitatif sehingga belum mampu 

menggali secara mendalam pengalaman dan persepsi 

subjektif pengguna. Oleh karena itu, penelitian 

selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah 

penelitian, menambah variabel yang relevan, serta 

mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan 

kualitatif agar memperoleh gambaran yang lebih 

komprehensif. 

Dari sisi praktis, penyelenggara layanan P2P 

Lending diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

layanan yang memberikan manfaat nyata bagi 

pelaku usaha, serta memastikan sistem keamanan 

yang terpercaya. Di sisi lain, regulator diharapkan 

dapat terus memperkuat kebijakan perlindungan 

konsumen dan meningkatkan literasi keuangan 

digital bagi masyarakat. Dengan demikian, 

pemanfaatan layanan keuangan berbasis teknologi 

dapat berkembang secara optimal dan memberikan 

kontribusi nyata bagi pertumbuhan UMKM di 

Indonesia. 
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